
 
 
 

 

 

 

BUPATI PESISIR SELATAN 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN 

 

NOMOR  65   TAHUN  2016 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA NAGARI YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PESISIR SELATAN, 
 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota 
menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa; 

b. bahwa di Kabupaten Pesisir Selatan Desa merupakan 
Pemerintahan Nagari dan merupakan nama lain dari 
Desa yang diakui dalam system Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara  Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis 
Undang-Undang Drt. Nomor 21  Tahun 1957 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)  Jo 
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1643); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694); 

7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

478); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2016; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 

Tahun 2016  tentang Nagari. 

  

MEMUTUSKAN 
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Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DAN PENETAPAN  DANA NAGARI YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  TAHUN 

ANGGARAN 2017 
   

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Nagari adalah PemerintahanNagari di KabupatenPesisir Selatan; 

2. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 

3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari; 

4. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB 

Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari. 
 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini menetapkan Dana Nagari untuk setiap Nagari di 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini. 
 

Pasal 3 
 

(1) Dana Nagari setiap Nagari dihitung berdasarkan jumlah Pemerintahan 

Nagari. 
(2) Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara 

berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi dasar; dan 
b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 
geografis Nagari. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Pasal 4 

Rincian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Pagu Anggaran 

dibagi rata untuk setiap Nagari dan 10% (sepuluh persen)  yang dihitung 
untuk setiap Nagari dengan kriteria sebagai berikut : 
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Pasal 5 

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf b, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di 
tetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Pasal 6 

Pengelolaan keuangan Nagari dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 
sampai dengan tanggal 31 Desember. 
 

Pasal 7 
 

pencabutan 

 
Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir 
Selatan. 

 

   Ditetapkan di Painan 

   pada tanggal       Desember  2016 

BUPATI PESISIR SELATAN 

 
 

 

HENDRAJONI 

Diundangkan di Painan 
pada tanggal      Desember  2016 

     SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN, 

 
 
 

               E R I Z O N 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 N0M0R…….. 

W  = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) 

Keterangan: 

W  = Dana Nagari setiap Nagari 

Z1  = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari kabupaten  yang 

bersangkutan 

Z2  = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari 

kabupaten yang bersangkutan 

Z3  = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap luas wilayah Nagari kabupaten yang 

bersangkutan 

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Nagari terhadap total Indeks Kesulitan Geografis 

Nagari kabupaten Pesisir Selatan 


